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KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF

31. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf merupakan aspek kursial dalam memastikan
keberlangsungan fungsi sosial, ekonomi, dan keagamaan dari harta benda wakaf.
Dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, wakaf
tidak hanya dipahami sebagai penyerahan harta untuk kepentingan ibadah semata,
tetapi juga sebagai instrumen pembangunan umat yang memerlukan tata kelola
profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan
secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar tujuan wakaf sebagaimana
dikehendaki oleh wakif dapat tercapai secara optimal (Aminah, 2021).

Secara normatif, pengelolaan wakaf di Indonesia telah memperoleh
landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Undang-undang ini mengaskanfbahwa pengelolaan wakaf tidak dapat
dilakukan secara sembarangan, mélainkantharus dilaksanakan oleh nazhir yang

memenuhi syarat dan memiliki korg Nazhir diposisikan sebagai subjek

hukum yang bertanggu
pelaporan harta wakaf, b

n, pengembangan, dan
aupun benda bergerak
(Undang-Undang Dasar Rq an demikian, pengelolaan
wakaf tidak lagi bersifat ind
kelembagaan yang profesio

3.1.1 Wakaf Konsumtif

Wakaf kontj:[iﬁaim f ﬂl:ja a dilakukan dengan

cara menggunaka w V'E.lﬁ !an peruntukannya,

tanpa adanya upaya pengem IAN is dari harta tersebut. Harta
PADANG

wakaf dalam bentuk ini biasanya diman n untuk sarana ibadah dan social,

diarahkan menuju sistem

seperti pembangunan masjid, mushala, pesantren, madrasah, makam, dan fasilitas
sosial keagamaan lainnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2016). Pengelolaan
wakaf konsumtif lebih menekankan pada fungsi pemanfaatan langsung daripada
optimalisasi hasil.

Secara historis, wakaf konsumtif merupakan bentuk wakaf yang paling awal
dan paling dominan dalam praktik perwakafan umat Islam. Sejak masa klasik,
wakaf banyak digunakan untuk membiayai masjid dan lembaga pendidikan agama
sebagai sarana dakwah dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat
(Nurhadi, 2021). Pola ini kemudian mengakar kuat dalam tradisi masyarakat
Muslim, termasuk di Indonesia, sehingga wakaf sering dipersepsikan sebagai
ibadah statis yang tidak memerlukan pengelolaan professional.
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Dalam perspektif hukum positif Indonesia, wakaf konsumtif tetap diakui
dan dilindungi keberadaannya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf tidak membatasi peruntukan wakaf hanya pada kegiatan produktif,
melainkan tetap memberikan ruang bagi wakaf yang digunakan untuk kepentingan
ibadah dan social secara langsung (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,
2004). Hal ini menunjukkan bahwa negara menghormati praktik wakaf tradisional
yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan sosial,
wakaf konsumtif seringkali menghadapi berbagai permasalahan, sesuai
keterbatasan dana pemeliharaan, kurangnya manajemen yang professional, serta
tidak adanya sumber pendanaan berkelanjutan (Umar, 2021). Banyak aset wakaf
konsumtif yang akhirnya terbengkalai atau tidak termanfaatkan secara optimal
karena tidak menghasilkan pendapatan untuk biaya operasional dan perawatan.

Oleh karena itu, dalam wacana wakaf kontemprer, wakaf konsumtif mulai
dikritisi dan diarahkan untuk dikémbinasikan dengan pendekatan produktif.
Transfomasi ini tidak dimaksuékan menghilangkan fungsi ibadah wakaf,

melainkan untuk mema3 h lestari, terawatt, dan

mampu memberikan ma akat (Umar, 2021).

3.1.2 Wakaf Produktif

Wakaf produktif ad laannya dilakukan dengan
cara mengembangkan ha - 2oar lERdlilfon keuntungan atau nilai
tambah ekonomi berkelanji®an. Hasi clolaan t®rsebut kemudian disalurkan

kepada pihak penerj a uquf ‘algih) sesuai deggan tujuan yang tela
ditetapkan oleh UIN/UWAM %Njﬁhﬁﬁ harta wakaf
diposisikan sebagai asset eko i (Glola secara professional, tanp
menghilangkan prinsip keabadmpﬁm

Konsep wakaf prduktif muncul sebagai respons terhadap keterbatasan
wakaf konsumtif dalam menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Para ahli ekonomi Islam memandang bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai
instrumen redistribusi kekayaan jika dikelola secara produktif dan berorientasi
pada pemberdayaan ekonomi umat (Furgon, 2020). Oleh sebab itu, wakaf
produktif menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi sistem perwakafan
modern.

Dalam konteks hukum nasional, pengelolaan wakaf secara produktif secara
tegas didorong oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal
43 ayat (2) menyatakan bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan
dikembangkan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah (Undang-Undang
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Dasar RI, 2004). Ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban yuridis bagi nadzir
untuk tidak hanya menjaga harta wakaf, tetapi juga mengoptimalkan manfaatnya.

Contoh implementasi wakaf produktif antara lain pengelolaan tanah wakaf
untuk pertanian modern, perkebunan, rumah susun sewa, pusat perbelanjaan,
rumah sakit, serta investasi pada sektor riil berbasis syariah (Badan Wakaf
Indonesia, 2019). Model pengelolaan seperti ini memungkinkan wakaf
menghasilkan pendapatan tetap yang dapat digunakan untuk membiyai
pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan program pemberdayaan
ekonomi masyarakat.

Keunggulan wakaf produktif terletak pada kemampuannya menciptakan
manfaat yang berkelanjutan (sustainable benefit). Selama harta wakaf dikelola
dengan baik dan professional, manfaatnya dapat terus mengalir tanpa mengurangi
pokok harta wakaf (Umar, 2021). Oleh karena itu, wakaf produktif sering dipandang
sebagai bentuk wakaf yang paling relevan dalam mendukung pembangunan
ekonomi berbasis keadilan sosial daf nilai-nilailslam.

3.1.3 Wakaf Uang sebagaitMode glolaan,Wakaf Modern

Wakaf uang (co3l m entuk wallaf yang dikelola secara
produktif dengan objek 03 yano Wolal Hikelola melalui lembaga
asikan pada instrumen-

Pemerintah, 2006). Hasil
SR 22 ¢ af, sementara pokok wakaf

keuangan syariah yang
instrumen syariah yang :
investasi tersebut disalurk
uang tetap dijaga kelestaria

a.

Secara nor jve, wakaf uapg telah me roleh legitimasi hukum dalam
system hukum nﬂi&PerAMi%ﬂjéLercantum dalam
Undang-Undang Nomor 41 tah a af serta Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 sebagai EAH&!Q@(Peraturan Pemerintah, 2006).
Pengakuan ini menunjukkan bahwa konsep wakaf mengalami perluasan seiring
dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat modern.

Keberadaan wakaf uang memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam
pengelolaan wakaf. Masyarakat tidak lagi harus memiliki tanah atau bangunan
untuk berwakaf, melainkan dapat berpastisipasi dengan nominal yang relatif kecil
(Badan Wakaf Indonesia, 2019). Dengan demikian, wakaf uang berptensi
memperluas basis wakif dan meningkatkan akumulasi dana wakaf secara
signifikan.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf mencakup tiga tahapan utama, yaitu
pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta wakaf. Pemeliharaan

bertujuan menjaga keutuhan dan kelestarian harta wakaf agar tidak rusak,
berkurang, atau hilang manfaatnya. Sementara itu, pengembangan wakaf
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diarahkan pada upaya produktivisasi aset wakaf melalui kegiatan ekonomi yang
halal dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengelolaan wakaf produktif di
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat (Aminah, 2021). Adapun
tahapan pengelolaan wakaf yaitu:

a. Pemeliharaan Harta Wakaf

Pemeliharaan harta wakaf merupakan aspek fundamental dalam
pengelolaan wakaf karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga
keberlangsungan dan keutuhan harta wakaf. Pemeliharaan mencakup kegiatan
perlindungan fisik dan administrative terhadap harta wakaf agar tidak rusak,
hilang, berkurang nilainya, atau beralih kepemilikan secara tidak sah. Dalam
perspektif hukum Islam, pemeliharaan harta wakaf merupakan perwujjudan dari
prinsip hifz al-mal yang menempatkan perlindungan harta sebagai bagian dari
tujuan syariah (Umar, 2021).

Dalam praktinya, pemeliharaan@harta wakaf meliputi pencatatan dan
sertifikasi aset wakaf, perawatan’ fisik “bangunan atau tanah wakaf, serta

sangat penting untuk eng bgunaan aset wakaf. Oleh
karena itu, nazhir berke
yang jelas dan tercatat sé i o Iindang-undangan (Badan
Wakaf Indonesia, 2022).

Selain pemeliharaa eliharaan harta wakaf juga

mencakup pengellaan risiRO. k mengantisipasi potensi
kerusakan, konflik, a nuryngn pilai gse f akib tor eksternal, seperti
perubahan tata rutﬂnfmmtamﬁ engan demikian,
pemeliharaan harta wakaf AQ(AN f, melainkan membutuhkan
perencanaan dan pengawasanE g lanju ;ﬁHidayat, 2021).

b. Pengembangan Harta Wakaf

Pengembangan harta wakaf merupakan upaya strategis untuk
meningkatkan nilai manfaat wakaf melalui pengelolaan yang produktif dan
berkelanjutan. Pengembangan wakaf tidak dimaksud untuk mengubah status
kepemilikan harta wakaf, melainkan untuk mengoptimalkan potensi ekonominya
tanpa menghilangkan substansi wakaf itu sendiri. Dalam konteks ini,
pengembangan wakaf menjadi elemen penting dalam transformasi wakaf
tradisional menuju wakaf produktif (Syafi'i, 2021).

Pengembangan harta wakaf dapat dilakukan melalui berbagai model,
seperti kerja sama usaha, investasi syariah, pengelolaan property wakaf, serta
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pemanfaatan wakaf uang. Model pengembangan ini harus dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential principle), kepatuhan
terhadap syariah, serta kesesuaian dengan ikrar wakaf. Hal ini menegaskan bahwa
pengembangan wakaf menurut kemampuan manajerial dan profesionalisme yang
tinggu dari nazhir (Faturrahman, 2022).

Pasca tahun 2020, pengembangan wakaf semakin diarahkan pada integrasi
dengan sistem ekonomi syariah nasional. Wakaf diposisikan sebagai instrumen
pendukung pembiayaan sosial yang mampu bersinergi dengan zakat dan infak.
Oleh karena itu, pengembangan wakaf tidak hanya berorientasi pada keuntungan
ekonomi, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

c. Pemanfaatan Harta Wakaf

Pemanfaatan harta wakaf merupakan tahap akhir dari rangkaian
pengelolaan wakaf yang berorientasiglangsung pada realisasi tujuan wakaf.
Pemanfaatan wakaf dilakukan defigan ‘menggunakan hasil pengelolaan dan

indikator utama keberha

Dalam konteks ko akaf tidak hanya bersifat
konsumtif, tetapi juga d produktif yang mampu
memberikan manfaat jangK engelolaan wakaf produktif

digunakan untuk pembiaya$ pember®@yaan ekonomi masyarakat,
dan pelayanan kesehatan, D n demikian,wakaf berfungsi sebagai instrument
redistribusi ekonoi;lebjmm BﬁNJ l_2022).

Pemanfaatan harta w3affu r ffakukan secara transparan dan
akuntabel. Nazhir berkewajigAgMﬁaporan pemanfaatan wakaf
kepada Badan Wakaf Indonesia dan masyarakat. Transparansi dalam pemanfaatan
waka tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi jujga menjadi sarana
membangun kepercayaan public terhadap institusi wakaf (Marlina, 2021).

Lebih lanjut, pengelolaan wakaf juga tidak dapat dilepaskan dari peran
negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah melalui Badan Wakaf
Indonesia (BWI) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap
nadhzir, memberikan rekomendasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi
pengelolaan wakaf di tingkat nasional maupun daerah. Kehadiran BWI menjadi
penting dalam menjembatani pengelolaan wakaf yang selama ini bersifat

tradisional menuju pengelolaan wakaf modern yang berbasis tata kelola yang baik
(good governance).
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Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan wakaf masih cukup
kompleks, mulai dari rendahnya kapasitas nazhir, minimnya pemahaman
masyarakat mengenai wakaf produkti, hingga keterbatasan dukungan
kelembagaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf menuntut
adanya sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, ulama, dan masyarakat. Sinergi
ini diperlukan agar wakaf tidak hanya berhenti pada aspek legalformal, tetapi
benar-benar mampu menadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2019).

3.2 Kota Wakaf
3.21 Pengerian dan Konsep Kota Wakaf

Kota wakaf merupakan konsep pembangunan wilayah yang menjadikan
wakaf sebagai instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan
pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan secara
berkelanjutan. Kota wakaf tidak dimakn@iysebagai kota yang seluruh wilayahnya
merupakan tanah wakaf, melainkan sebagai kota yang mengintegrasikan

pengelolaan wakaf ke dalam fkebij ic'dah perencanaan pembangunan

Konsep kota waka i @ kebutuhan pengelolaan
gunan perkotaan. Selama
Aida pembangunan masjid,

wakaf yang lebih terintegré
ini, waka sering dipahami )
mushalla, atau pembangunah ekonom™g®ahal, dalam sejarah peradaban Islam,
wakaf justru menjagl dasia Wagambasgi a ota besar melalui
pembiayaan pendU]rﬂsTMAMiigaw&;!ﬁtcial (Umar, 2022).
Dengan demikian, kota waka d Qi suatu kawasan atau wilayah
perkotaan yang pengembangan dan pengelolaannya berbasis pada optimalisasi
aset wakaf untuk kepentingan publik.

Secara konseptual, kota wakaf tidak dimaknai sebagai kota yang seluruh
wilayahnya merupakan tanah wakaf, melainkan sebagai kota yang menjadikan
wakaf sebagai salah satu instrumen utama pengembangan sosial dan ekonomi.
Wakaf ditempatkan sebagai sumber daya strategis yang diintregasikan ke dalam
kebijakan tata ruang, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat
(Arifin, 2023). Dalam konteks ini, wakaf berfungsi tidak hanya sebagai instrumen
ibadah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dampak
langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Dari perspektif hukum, pengembangan kota wakaf memiliki landasan
normative yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Undang-undang ini membuka ruang pengelolaan wakaf secara
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produktif, termasuk pemanfaatan harta wakaf untuk kegiatan ekonomi, sepanjang
tidak bertentangan dengan tujuan dan peruntukannya (Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia, 2004). Landasan hukum tersebut menjadi dasar bagi
pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan
pembangunan kota yang berbasis wakaf secara sah dan terstruktur.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan kota wakaf menjadi sangat
strategis, mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan
pembangunan, penataan ruang, dan pengelolaan aset daerah. Melalui kebijakan
daerah, aset wakaf dapat diintegrasikan dengan program pembangunan kota,
seperti pengembangan pusat ekonomi umat, fasilitas pendidikan, layanan
kesehatan, dan ruang sosial berbasis wakaf (Beik, 2020). Dalam kontek ini,
pemerintah daerah tidak bertindak sebagai nadhzir, melainkan sebagai regulator
dan fasilitator yang memastikan sinergi antara kepentingan wakaf dan
pembangunan daerah.

Selain aspek regulasi, keberhasilan‘kota,wakaf juga sangat ditentukan oleh
profesionalitas pengelolaan wakaf it ii. Pengelolaan wakaf dalam kerangka

kota wakaf meuntut kapasitas manajerial,
bt secara produktif dan
Al, konsep kota wakaf
simbolik semata, tanpa
hkaf Indonesia, 2020).

alan dengan pengembangan

pemahaman hukum, se
berkelanjutan. Tanpa

berpotensi berhenti pat
memberikan dampak nyata
Dampak praktiknya, k

ekonomi syariah rke Wa tif yang dikelola
dalam satu kawuim FMAMnﬁ@INJﬁﬁganda (multiplier
effect), seperti penciptaan lap atan pendapatan masyarakat,
serta penguatan ekonomi |oka%.ﬂAﬂ% an demikian, kota wakaf tidak
hanya mempresentasikan nilainilai keislaman, tetapi juga menjadi model
pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
3.2.2 Model Pengelolaan Wakaf dalam Kota Wakaf

Model pengelolaan wakaf dalam konsep kota wakaf merupakan suatu pola
tata kelola yang menempatkan wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan
sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Kota wakaf tidak hanya dimaknai
sebagai wilayah yang memiliki aset wakaf dalam jumlah besar, tetapi sebagai ruang
kebijakan yang mampu mengintegrasikan nilainilai syariah dengan sistem
pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf
dalam kota wakaf harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berorientasi

pada kemanfaatan jangka panjang bagi umat (Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia, 2004).
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Model pertama yang dapat diterapkan adalah pengelolaan wakaf berbasis
profesionalisasi nadhzir. Dalam model ini, nadhzir diposisikan sebagai pengelola
wakaf yang memiliki kompetensi manajerial, pemahaman hukum wakaf, serta
kemampuan pengelolaan aset produktif. Profesionalisasi nadhzir menjadi penting
karena pengelolaan wakaf vyang masih bersifat tradisional cenderung
menempatkan wakaf hanya sebagai aset statis, seperti tanah masjid atau makam,
tanpa upaya pengembangan nilai ekonominya. Dengan peningkatan kapasitas
nadhzir, aset wakaf dapat dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan (Badan Wakaf
Indonesia, 2020).

Model kedua adalah pengelolaan wakaf berbasis kolaborasi antara
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dalam konteks kota wakaf,
pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui
pembentukan kebijakan, penyediaan anggaran pendukung, serta sinergi program
pembangunan daerah dengan pengelolaanwakaf. Kolaborasi ini melibatkan Badan
Wakaf Indonesia, lembaga keuangan g R, perguruan tinggi, serta masyarakat.

Pola kolaboratif ini penty berjalan secara persial.

Melainkan terintegrasi )embanngunan daerah
(Kementerian Keuangan

Selanjutnya, mode if berbasis potensi lokal
hkan untuk dikembangkan

erti pen®dikan, kesehatan, ekonomi

daerah menjadi ciri utama
pada sektor-sektor ungguld

kreatif, pertanian, dan UMKM _syariah. Pengelolaan _wakaf produktif ini
memungkinkan iNrfnlrMAM Bﬁmm‘@ alternative yang
berkelanjutan, di mana haggt clRl digunakan kembali untuk
kepentingan penerima wakaf ;?APANQ mengurangi nilai pokok harta
wakaf. Dengan demikian, wakaf tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga

transformastif (Arifin, 2023).
Model terakhir adalah pengelolaan wakaf berbasis sistem pengawasan dan

akuntabilitas. Dalam kota wakaf, pengawasan dilakukan secara berlapis, baik
melalui mekanisme internal nadhzir, pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia,
maupun pengawasan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Transparansi
laporan pengelolaan wakaf kepada publik menjadi instrumen penting dalam
membangun kepercayaan masyarakat. Sistem pengawasan ini memastikan bahwa
pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip syariah, tujuan wakaf, serta
ketentuan hukum positif yang berlaku (UUD RI, 2004).
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3.2.3 Dasar Hukum Kota Wakaf dalam Sistem Hukum Indonesia

Dasar hukum kota wakaf dalam system hukum Indonesia dapat ditelusuri
dari kerangka hukum wakaf nasional yang memberikan legitimasi yuridis terhadap
pengelolaan wakaf secara terorganisir dan produktif, termasuk dalam skala wilayah
atau daerah. Meskipun istila kota wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam
peraturan perundang-undangan, konsep ini secara substansial memiliki landasan
hukum yang kuat melalui pengaturan wakaf sebagai instrumen ibadah dan sosial
ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umum (Kementerian
Agama Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, kota wakaf dapat dipahami
sebagai bentuk implementasi kebijakan wakaf yang bersifat terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Landasan hukum utama kota wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur prinsip, tujuan, dan tata kelola wakaf
Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa wakaf bertujuan untuk
memanfaatkan harta benda wakaf  sesuai dengan peruntukkannya bagi

kepentingan ibadah dan/atad’ kesej 23N Umum (Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia, 2004).
wakaf produktif dalam
ekonomi, yang menjadi fo

f ruang pengembangan
idikan, kesehatan, dan
ukan dan pengembangan
kota wakaf di daerah.

Penguatan pengatu lam Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentafg g¥¥ndang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Wakaf, sebagaimana telah dijubah_dengap PP_Ngmor 55 Tahun 2018.
Peraturan ini memiia& iMMihéﬁJé&an, pengelolaan,
dan pengembangan harta benP a C duktif (Peraturan Pemerintah,
2006). Melalui ketentuan ini} IAgDoaAN/ f tidak dibatasi pada fungsi
tradisional, tetapi dapat dikembangkan secara professional dan berorientasi pada
keberlanjutan manfaat, yang sejalan dengan konsep kota wakaf.

Dalam konteks pemerintahan daerah, dasar hukum kota wakaf juga dapat
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 2014).
Pengembangan kota wakaf dapat diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan
urusan tersebut, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui optimalisasi potensi wakaf di daerah.

Secara yuridis, konsep kota wakaf di Indonesia tidak berdiri sebagai norma
hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konstruksi kebijakan yang
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bertumpu pada kerangka hukum wakaf nasional dan sistem pemerintahan daerah.
Kota wakaf dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan dan optimalisasi
pengelolaan wakaf yang diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan
daerah. Oleh karena itu, dasar hukum kota wakaf harus ditelusuri dari peraturan
perundang-undangan yang mengatur wakaf, kewenangan pemerintah daerah,
serta kebijakan sektoral yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi
umat (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 2004).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan
pengaturan teknis mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
Peraturan Pemerintah ini membuka ruang bagi pengelolaan wakaf secara produktif
melalui mekanisme pengembangan aset yang sesuai dengan prinsip syariah dan
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kota wakaf, ketentuan ini menjadi
dasar yuridis bagi pemerintah daerah_dan nadhzir untuk mengembangkan aset
wakaf dalam berbagai sector strategis tanpa mengubah status hukum harta wakaf
itu sendiri (Peraturan Pemerintah, 2008

Wakaf Indonesia (BWI) i flang-Undang Nomor 41
Tahun 2004. BWI memilik gRoMnaar , dan pengelolaan wakaf
secara nasional. Peran B i i : bnteks kota wakaf karena
memastikan bahwa pengdliils i ap berada dalam koridor
hukum nasional dan prinsip % . annya, BWI dapat bersinergi
dengan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang
terintegrasi dan b ) t é dp ndone5|a, 2004).
Selanjutnya, dasar huk f pat ditelusuri dalam kerangka
hukum pemerintahan daerah. &pﬁ Nﬁmor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.
Dalam konteks ini, pengembangan kota wakaf dapat diposisikan sebagai bagian
dari urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan
masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki
ruang direksi untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendukung
pengelolaan wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 2014).
Selain peraturan perundang-undangan, dasar hukum kota wakaf juga
diperkuat oleh kebijakan administrative dan peraturan teknis, seperti peraturan
Badan Wakaf Indonesia dan kebijakan Kementerian Agama terkait pengembangan
wakaf produktif. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, misalnya, memberikan
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pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara profesional
dan produktif. Ketentuan ini memberikan landasan operasional bagi implementasi
konsep kota wakaf di tingkat daerah, terutama dalam hal tata kelola, akuntabilitas,
dan pengawasan pengelolaan wakaf (Peraturan Pemerintah, 2006).

Dengan demikian, secara sistematik, dasar hukum kota wakaf dalam sistem
hukum Indonesia merupakan hasil integrasi antara hukum wakaf nasional, hukum
pemerintahan daerah, dan kebijakan administrative negara. Kota wakaf bukanlah
konsep yang berada di luar sistem hukum, melainkan manifestasi dari pemanfaatan
ruang hukum yang telah tersedia untuk mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen
pembangunan daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan kota
wakaf memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam kerangka negara hukum
Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

33 Kebijakan Pemerintah terkait Wakaf

Kebijakan pemerintah terkait wakaf merupakan wujud kehadiran negara
dalam menjamin agar praktik perwakafan berjalan sesuai dengan prinsip syariah
sekaligus memnuhi tuntutan tata kel n.Wakaf tidak lagi dipahami semata

sebagai ibadah yang be dan

kan sebagai instrumen
sosial yang memiliki
kesejahteraan masyarakd

ing pembangunan dan

berkepentingan untuk
mengatur wakaf melalui bagaan agar harta wakaf
dapat dikelola secara berka

kepentingan umum (Beik, 2020).

Secara y ri akaf memperoleh
landasan kuat mﬂ] Ndlﬁﬁm Edﬁib tentang Wakaf.
Undang-undang ini menjadi d FBA ngelolaan wakaf di Indonesia
karena mengatur secara komprehensit mulai dari pengertian wakaf, jenis harta
benda wakaf, kedudukan nadhzir, hingga mekanisme pengawasan wakaf (Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia, 2004). Kehadiran regulasi ini menunjukkan

anfaat yang optimal bagi

adanya perubahan paradigm kebijakan pemerintah, dari sekadar pengakuan
terhadap praktik wakaf menjadi upaya sistematis untuk menjadikan wakaf sebagai
bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, pemerintah membentuk
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga indepnden yang berfungsi
melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap harta wakaf.
Pembentukan BWI mencerminkan kebijakan pemerintah yang menempatkan
negara sebagai regulator dan fasilitator bukan sebagai pihak yang mengambil alih
pengelolaan wakaf dari masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Model
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kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kemandirian wakaf sekaligus memastikan
akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaannya.

Selain penguatan kelembagaan, kebijakan pemerintah juga diarahkan pada
pengembangan wakaf produktif. Pemerintah mendorong pemanfaatan harta
wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tetapi juga untuk kegiatan eknomi
yang bernilai produktif, seperti pengembangan usaha mikro, pendidikan, dan
layanan kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya menjadikan wakaf sebagai
instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan (Huda,
2019). Dalam konteks ini, wakaf diposisikan sebagai sumber pembiayaan sosial
yang berkelanutan.

Kebijakan pemerintah terait wakaf juga menempatkan peningkatan
kapasitas nadhzir sebagai agenda penting. Melalui berbagai program pelatihan,
sertifikasi, dan pendampingan, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi
nadhzir agar mampu mengelola wakafgsecara profesional dan sesuai dengan
prinsip tata kelola yang baik (good governance) (Kementerian Agama Republik
Indonesia, 2018). Upaya ini penting g gat'kualitas pengelolaan wakaf sangat

bergantung pada kema A di lapangan.
Di tingkat daera

peran aktif pemerintah

akaf menuntut adanya
implementasi kebijakan
nasional. Pemerintah an dalam perencanaan
pembangunan dan penata hengintegrasikan wakaf ke

dalam kebijakan pembangu¥g asuk d¥8m pengembangan kawasan
berbasis wakaf (Syafi'i, 2021), Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi
kunci agar kebijaﬂ lﬁafl‘MAMhBémé tif, tetapi benar-
benar dirasakan manfaatnya ol agyargka

Dengan demikian, keijzAQANaGterkait wakaf mencerminkan

upaya negara untuk mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen pembangunan
sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Kebijakan terebut tidak hanya berorientasi
pada pengaturan hukum, tetapi juga pada penguatan kelembagaan,
pemberdayaan nadhzir, dan integrasi wakaf ke dalam agenda pembangunan
nasional dan daerah. Keberlanjutan kebijakan wakaf sangat ditentukan oleh
konsistensi pelaksanaan serta sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan
masyarakat.

Kajian  siyasah idariyah  berangkat dari pemahaman bahwa
penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan
kekuasaan politik, tetapi juga mencakup pengelolaan administrasi negara secara
tertib, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Siyasah idariyah
merupakan bagian dari figh siyasah yang secara khusus membahas tata kelola
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administrasi pemerintahan, termasuk pengaturan aparatur, pelayanan publik,
serta mekanisme pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan kepentingan
umum (Mardani, 2021).

Dalam perkembangannya, siyasah idariyah tidak dapat dilepaskan dari
tujuan utama syariah (magashid ql-shariah), khususnya perlindungan terhadap
kepentingan dasar masyarakat. Oleh karena itu, administrasi pemerintahan dalam
perspektif siyasah idariyah dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan
dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan profesionalitas. Pemerintah tidak
hanya bertindak sebagai pemegang otoritas, tetapi juga sebagai pelayan
masyarakat (khadim al-ummah) yang wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan
public secara proporsional
(Djazuli, 2020).

Kajian siyasah idariyah juga menempatkan aspek etika pemerintahan
sebagai elemen penting dalam administrasi negara. Aparatur pemerintahan
dituntut memiliki integritas moral, "kompetensi, dan sikap amanah dalam

pemerintahan tidak dap¥&dipi an d oral dapdénggung jawab spiritual,
sehingga penyalahgunad
sekaligus pelanggaran etis

Dalam konteks pElad : Si@kah idariyah mengalami
perkembangan signifikan d Rk Erasi antara nilai-nilai Islam
dan prinsip good governa I, akuntabilitas, partisipasi

publik, serta supr si hu apg dikenal d dgigjstyasi publik modern
memiliki kesesuaiﬂi&aw;ﬁﬁmjﬁlh idariyah. Hal ini
menunjukkan bahwa siyasah al i mis dan mampu beradaptasi
dengan sistem negara hukumea Qﬁr@nﬁenﬁtas normatifnya (Nurhadi,
2021).

Pada tingkat pemerintahan daerah, siyasah idariyah memiliki relevansi
yang sangat kuat, terutama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik
berbasis nilai keagamaan dan sosial. Otonomi daerah membuka ruang bagi
pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsipprinsip siyasah idariyah ke
dalam kebijakan lokal, seperti pengelolaan wakaf, zakat, dan program
pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, siyasah idariyah berfungsi sebagai

kerangka etik dan normatif yang membimbing kebijakan daerah agar tetap
berorientasi pada kepentingan umum (Badan Wakaf Indonesia, 2022).
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